


PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Ir. Soekarno Nomor 10 Wonogiri 57612
Telepon Fax (0273) 321021

Email : satpolppwng@gmail.com Email. satpolppwng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SATPOL PP KABUPATEN WONOGIRI

KABUPATEN WONOGIRI
Nomor : 006 Tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA SATPOL PP KABUPATEN WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan

4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Wonogiri, untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja



Strategis Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN WONOGIRI

JOKO SUSILO.S.Sos,MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19690305 199311 1 001



Lampiran Keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri
Nomor : 006 Tahun 2023
Tentang     : Surat Keputusan tentang Indikator

Kinerja Utama (IKU) Satpol PP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN WONOGIRI

NO SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

SATUAN
PENJELASAN

KETERANGAN/KRITERIA
ALASAN FORMULASI/CARA

PENGUKURAN
SUMBER

DATA
1. Terwujudnya

Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Bupati

Persentase
Penegakan
Peraturan
Daerah

% Berdasarkan
Perda Nomor 9
Tahun 2016
tentang
Penyelenggaraan
Ketertiban
Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat,
Tugas Pokok
dan Fungsi
Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten
Wonogiri
diantaranya
adalah
Penegakan
Peraturan
Daerah.

Untuk mengukur besaran
persentase Penegakan Peraturan
Daerah :

Jumlah Penyelesaian
Pelanggaran Peraturan Daerah di
bagi dengan Jumlah Pelanggaran
Peraturan Daerah yang ada di
kali dengan 100 %

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Apabila tingkat
penyelesaian pelanggaran
Peraturan Daerah yang
tertangani sama dengan
jumlah pelanggaran
Peraturan Daerah yang
ada berarti tingkat
kinerjanya baik atau
tercapai, sebaliknya
apabila kasus pelanggaran
Perda yang telah selesai
ditangani lebih kecil atau
kurang dari jumlah
pelanggaran yang ada
berarti harus dilakukan
koordinasi lebih lanjut
dengan Instansi terkait
agar penyelesaian kasus
pelanggaran Perda dapat
selesai tepat waktu.

. Persentase
Penegakan
Peraturan
Bupati

% Berdasarkan
Perda Nomor 9
Tahun 2016
tentang
Penyelenggaraan
Ketertiban
Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat,
Tugas Pokok
dan Fungsi
Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten
Wonogiri
diantaranya
adalah
Penegakan
Peraturan
Bupati.

Untuk mengukur besaran
persentase Penegakan Peraturan
Bupati :

Jumlah penyelesaian
pelanggaran Peraturan Bupati di
bagi dengan jumlah pelanggaran
Peraturan Bupati yang ada di kali
dengan 100 %

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Apabila tingkat
penyelesaian pelanggaran
Peraturan Bupati yang
tertangani sama dengan
jumlah pelanggaran
Peraturan Bupati yang ada
berarti tingkat kinerjanya
baik atau tercapai,
sebaliknya apabila kasus
pelanggaran Perbup yang
telah selesai ditangani
lebih kecil atau kurang
dari jumlah pelanggaran
yang ada berarti harus
dilakukan koordinasi lebih
lanjut dengan Instansi
terkait agar penyelesaian
kasus pelanggaran Perbup
dapat selesai tepat waktu.

2. Terlaksananya
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran

Persentase
Penanganan
Kebakaran
kurang dari
15 menit

% Dewasa ini
masalah
kebakaran
menjadi salah
satu prioritas
utama dalam
hal
penanggulangan
bencana. Hal ini
dikarenakan
banyaknya
bangunan
maupun
fasilitas publik
yang rawan
akan terjadinya
kebakaran,
dimana hal itu
bisa terjadi
karena human
error maupun
masalah
konsleting listrik
dan juga karena
masalah
fenomena alam.
Untuk itu
penanganan
masalah
kebakaran
menjadi hal
yang utama
dalam
penanganan
bencana.

Tingkat pengukuran persentase
penanganan kebakaran :

Tingkat kecepatan penanganan
kebakaran yang terjdi di bagi
dengan jumlah kasus kebakaran
yang ada di bagi dengan 100 %

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Pengukuran kinerja ini
hanya berlaku di wilayah
Wonogiri Kota karena
keberadaan UPTD
Pemadam Kebakaran
berada di wilayah Wonogiri
dan juga di wilayah
Kecamatan Baturetno
dimana disana sudah ada
Pos Pemadam Kebakaran
yang dapat menjangkau
wilayah disekitarnya.
Untuk di wilayah lain
menyesuaikan situasi dan
kondisi di lapangan.

3. Meningkatkan
Kinerja Satpol
PP

Nilai SAKIP
SATPOL PP

Angka Sistem
Akuntansi
Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
merupakan
presentasi dari

Nilai SAKIP terdiri dari penilaian
terhadap dokumen-dokumen
penyelenggaraan Pemerintahan
yang dikaitkan antara Target
yang telah disusun dengan

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Apabila dokumen-
dokumen yang menjadi
indikator kinerja
pemerintah tersusun
dengan baik dan juga
target beserta capaian
realisasinya juga baik



laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang baik.
Pemerintahan
yang baik akan
terlihat dari
mulai
perencanaan,
pengalokasian
anggaran,
penatausahaan
keuangan serta
sampai kepada
laporan kinerja
Instansi
Pemerintahan.
Maka Nilai
SAKIP yang baik
mencerminkan
pemerintahan
yang akuntabel
dan good
governance.

capaian kinerjanya.

Dokumen yang menjadi penilaian
adalah :

IKU (Indikator Kinerja Utama)

RENSTRA (Rencana Strategis)

RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan)

LKJIP (Laporan Kinerja Intansi
Pemerintah)

maka akan menaikkan
Nilai SAKIP Instansi / OPD
yang pada gilirannya akan
menaikkan tingkat
penilaian penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

. Indeks Inovasi
SATPOL PP

Angka Inovasi sudah
menjadi hal
yang perlu
dilakukan oleh
Instansi
Pemerintah
dalam
melakukan
pelayanan
publik kepada
masyarakat,
selain itu
sekarang
pemerintah
pusat juga
sudah
mewajibkan
pemerintah
daerah untuk
melaksanakan
SPBE (Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)
sehingga setiap
OPD sekarang
didorong untuk
selalu
menciptakan
inovasi dalam
meningkatkan
kinerjanya.
Inovasi
merupakan
kunci untuk
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi, daya
saing daerah,
dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Inovasi menjadi
salah satu tool
dalam
mengakselerasi
peningkatan
daya saing
pemerintah
daerah.

Pengukurannya dilakukan
dengan membandingkan target
yang ditetapkan dengan jumlah
capaian inovasi yang telah
dikembangkan oleh OPD.

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Dalam Rencana Strategis
lima tahunan sudah
ditetapkan angka indeks
inovasi setiap tahunnya.
Untuk itu tiap OPD
diharuskan untuk
menciptakan inovasi
sesuai dengan target yang
telah ditetapkan bahkan
apabila memungkinkan
bisa menciptakan inovasi
yang lebih banyak
sehingga dapat melampaui
target yang telah
ditetapkan semula.

. IKM SATPOL
PP

Angka Setiap
organisasi
pemerintah
dalam
melaksanakan
tugas pokok dan
fungsinya
output
kinerjanya
harus dapat
memberikan
pelayanan yang
optimal kepada
masyarakat
ataupun
stakeholdernya.
Untuk itu
diperlukan
penilaian
tingkat
kepuasan
masyarakat.
Penilaian
tingkat
kepuasan

Cara pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat :

Dengan cara membuat angket
yang berisi tentang pertanyaan
seputar pelayan OPD kepada
masyarakat. Kemudian angket ini
disebar kepada responden secara
acak untuk diisi secara

independen. Kuesioner dari
angket yang telah terisi
kemudian dikumpulkan dan
diolah secara kuantitatif dengan
menggunakan aplikasi excel.
Proses dan analisis data sesuai
dengan

petunjuk dalam Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun
2018 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat unit penyelenggara

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Sebagaimana diketahui
bahwa pelayanan kepada
masyarakat dapat dinilai
dengan adanya
kategorisasi indeks mutu
pelayanan. Maka hasil dari
penilaian terhadap
kuesioner yang diberikan
oleh masyarakat
disandingkan dengan
kategori indeks mutu
pelayanan. Dari situ dapat
diketahui OPD tersebut
berada pada rentang mutu
yang mana Tidak baik,
kurang baik, baik atau
sangat baik.



masyarakat ini
harus dievaluasi
setiap tahunnya
agar indeks
kepuasan
masyarakat
selau meningkat
dimana hal ini
menunjukkan
bahwa kinerja
pelayanan OPD
semakin
optimal.

pelayanan publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

. Indeks
Profesionalitas
ASN

Angka Indeks
Profesionalitas
ASN adalah
ukuran statistik
yang
menggambarkan
kualitas ASN
yang
berdasarkan
kualifikasi
pendidikan,
kompetensi,
kinerja, dan
kedisiplinan
pegawai ASN
dalam
melakukan
tugas
jabatannya. Dari
sini dapat
diartikan bahwa
semakin tinggi
tingkat
kualifikasi
pendidikan,
kompetensi dan
kinerja ASN
maka akan
mempengaruhi
tingkat
profesionalitas
ASN.

Kriteria
PengukurantingkatProfesionalitas
ASN diukur melalui dimensi
kulaifikasi, kompetensi, kinerja
dan kedisiplinan. Dari keempat
dimnesi tersebut diukur untuk
menentukan bobot nilianya.
Setelah diketahui bobot nilainya
kemudian ditentukan Indeks
profesionalitas ASN dengan
rumus jumlah total hasil
perkalian dari bobot
dimensi/indikator dikalikan skor
atau nilai masing-masing
jawaban dimensi/indikator.

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Tingkat Profesionalitas
ASN dapat dikategorikan
yaitu: a. Sangat Tinggi
yang memiliki rentang
nilai antara 91 â€” 100; b.
Tinggi yang memiliki
rentang nilai antara 81 â€”
90; c. Sedang yang
memiliki rentang nilai
antara 71 â€” 80; d.
Rendah yang memiliki
rentang nilai antara 61 â€”
70; dan e. Sangat Rendah
yang memiliki rentang
nilai 60 ke bawah.

. ASN yang
Menjadi Agen
Perubahan

Angka Agen perubahan
merupakan
individu yang
bertugas
mempengaruhi
target/sasaran
perubahan agar
mereka
mengambil
keputusan
sesuai dengan
arah yang
organisasi
kehendaki.
Setiap
perubahan itu
membutuhkan
sejumlah
individu untuk
menjadi role
model atau
pemandu proses
berjalannya
perubahan yang
terjadi dalam
suatu
organisasi, agar
tercapai tujuan
yang
diharapkan.
Demikian juga
dalam hal
penyelenggaraan
pemerintahan
diharapkan
setiap OPD
dapat
mendorong ASN
untuk menjadi
bagian dari agen
perubahan.
Agen Perubahan
(Agent of
Change)
Reformasi
Birokrasi yang
selanjutnya
disebut Agen
Perubahan
adalah individu
atau kelompok
yang terdiri atas
para
Pejabat/Pegawai
yang dijadikan

Pengukurannya dilakukan
dengan melihat seberapa banyak
ASN dalam setiap OPD yang
sudah menjadi Agen Perubahan
dimana dalam bekerjanya dapat
dijadikan contoh dalam

integritas maupun kinerjanya
yang tinggi.

SATUAN
POLISI

PAMONG
PRAJA

Semakin banyak ASN di
setiap OPD yang menjadi
agen perubahan maka
semakin baik kualitas
kinerja OPD tersebut
karena setiap agen
perubahan dapat menjadi
contoh dan dapat
mempengaruhi individu
lain di OPD tersebut
untuk menjadi pribadi
yang lebih baik dalam
melayani masyarakat.
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contoh dan
panutan baik
dalam integritas
maupun
kinerjanya yang
tinggi



3 Fungsi :

e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 Indikator Kinerja Utama :

NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA

Formulasi 

Perhitungan

: -

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data : -

Formulasi 

Perhitungan

: -

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data : -

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan  urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum 

serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenetraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub 

urusan kebakaran;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub 

urusan kebakaran;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas Satpol PP 

meliputi :

a. Menegakkan Perda dan Perkada,

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat, selain itu juga

d. Menyelenggarakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan.

Tingkat penyelesaian pelanggaran 

Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan ( 

K3)

PENJELASAN

1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan 

SATPOL PP yang baik

1 Nilai kematangan organisasi SATPOL PP

2 Mewujudkan Ketentraman dan 

ketertiban Umum

2

1 Nama Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2 Tugas dan Kewajiban :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023



Nilai SAKIP terdiri dari penilaian terhadap 

dokumen-dokumen penyelenggaraan 

Pemerintahan yang dikaitkan antara Target 

yang telah disusun dengan capaian kinerjanya.

Dokumen yang menjadi penilaian adalah :

IKU (Indikator Kinerja Utama)

RENSTRA (Rencana Strategis)

RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan)

LKJIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah)

Tipe Perhitungan : Kumulatif

Sumber Data : Apabila dokumen-dokumen yang menjadi 

indikator kinerja pemerintah tersusun dengan 

baik dan juga target beserta capaian 

realisasinya juga baik maka akan menaikkan 

Nilai SAKIP Instansi / OPD yang pada gilirannya 

akan menaikkan tingkat penilaian 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Formulasi 

Perhitungan

: Pengukurannya dilakukan dengan 

membandingkan target yang ditetapkan dengan 

jumlah capaian inovasi yang telah 

dikembangkan oleh OPD.

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

3 Meningkatkan Kinerja Satpol PP 3 Nilai SAKIP SATPOL PP

4 Indeks Inovasi SATPOL PP

Formulasi 

Perhitungan

:



Sumber Data : Dalam Rencana Strategis lima tahunan sudah 

ditetapkan angka indeks inovasi setiap 

tahunnya. Untuk itu tiap OPD diharuskan 

untuk menciptakan inovasi sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan bahkan apabila 

memungkinkan bisa menciptakan inovasi yang 

lebih banyak sehingga dapat melampaui target 

yang telah ditetapkan semula.

Cara pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

:

Dengan cara membuat angket yang berisi

tentang pertanyaan seputar pelayan OPD

kepada masyarakat. Kemudian angket ini

disebar kepada responden secara acak untuk

diisi secara

independen. Kuesioner dari angket yang telah

terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara

kuantitatif dengan menggunakan aplikasi excel.

Proses dan analisis data sesuai dengan

petunjuk dalam Peraturan Bupati Wonogiri

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit

penyelenggara pelayanan publik di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Tipe Perhitungan : Kumulatif

Sumber Data : Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan 

kepada masyarakat dapat dinilai dengan 

adanya kategorisasi indeks mutu pelayanan. 

Maka hasil dari penilaian terhadap kuesioner 

yang diberikan oleh masyarakat disandingkan 

dengan kategori indeks mutu pelayanan. Dari 

situ dapat diketahui OPD tersebut berada pada 

rentang mutu yang mana Tidak baik, kurang 

baik, baik atau sangat baik.

5 IKM SATPOL PP

4 Indeks Inovasi SATPOL PP

Formulasi 

Perhitungan

:



Kriteria PengukurantingkatProfesionalitas ASN 

diukur melalui dimensi kulaifikasi, kompetensi, 

kinerja dan kedisiplinan. Dari keempat dimnesi 

tersebut diukur untuk menentukan bobot

nilianya. Setelah diketahui bobot nilainya 

kemudian ditentukan Indeks profesionalitas 

ASN dengan rumus jumlah total hasil perkalian 

dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor 

atau nilai

masing-masing jawaban dimensi/indikator.

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data : Tingkat Profesionalitas ASN dapat dikategorikan 

yaitu: a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang 

nilai antara 91 â€” 100; b. Tinggi yang memiliki 

rentang nilai antara 81 â€” 90; c. Sedang yang 

memiliki rentang nilai antara 71 â€” 80; d. 

Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61 

â€” 70; dan e. Sangat Rendah yang memiliki 

rentang nilai 60 ke bawah.

Pengukurannya dilakukan dengan melihat 

seberapa banyak ASN dalam setiap OPD yang 

sudah menjadi Agen Perubahan dimana dalam 

bekerjanya dapat dijadikan contoh dalam

integritas maupun kinerjanya yang tinggi.

Tipe Perhitungan : Kumulatif

Sumber Data : Semakin banyak ASN di setiap OPD yang 

menjadi agen perubahan maka semakin baik 

kualitas kinerja OPD tersebut karena setiap 

agen perubahan dapat menjadi contoh dan 

dapat mempengaruhi individu lain di OPD 

tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik 

dalam melayani masyarakat.

7 ASN yang Menjadi Agen Perubahan

6 Indeks Profesionalitas ASN

Formulasi 

Perhitungan

:

Formulasi 

Perhitungan

:



Untuk mengukur besaran persentase 

Penegakan Peraturan Daerah :

Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan 

Daerah di bagi dengan Jumlah Pelanggaran 

Peraturan Daerah yang ada di kali dengan 100 

%

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data : Apabila tingkat penyelesaian pelanggaran 

Peraturan Daerah yang tertangani sama dengan 

jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang ada 

berarti tingkat kinerjanya baik atau tercapai, 

sebaliknya apabila kasus pelanggaran Perda 

yang telah selesai ditangani lebih kecil atau 

kurang dari jumlah pelanggaran yang ada 

berarti harus dilakukan koordinasi lebih lanjut 

dengan Instansi terkait agar penyelesaian kasus 

pelanggaran Perda dapat selesai tepat waktu.

Untuk mengukur besaran persentase 

Penegakan Peraturan Bupati :

Jumlah penyelesaian pelanggaran Peraturan 

Bupati di bagi dengan jumlah pelanggaran 

Peraturan Bupati yang ada di kali dengan 100 

%

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data : Apabila tingkat penyelesaian pelanggaran 

Peraturan Bupati yang tertangani sama dengan 

jumlah pelanggaran Peraturan Bupati yang ada 

berarti tingkat kinerjanya baik atau tercapai, 

sebaliknya apabila kasus pelanggaran Perbup 

yang telah selesai ditangani lebih kecil atau 

kurang dari jumlah pelanggaran yang ada 

berarti harus dilakukan koordinasi lebih lanjut 

dengan Instansi terkait agar penyelesaian kasus 

pelanggaran Perbup dapat selesai tepat waktu.

9 Persentase Penegakan Peraturan Bupati

4 Terwujudnya Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati

8 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Formulasi 

Perhitungan

:

Formulasi 

Perhitungan

:



Tingkat pengukuran persentase penanganan 

kebakaran :

Tingkat kecepatan penanganan kebakaran yang 

terjdi di bagi dengan jumlah kasus kebakaran 

yang ada di bagi dengan 100 %

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

Sumber Data : Pengukuran kinerja ini hanya berlaku di 

wilayah Wonogiri Kota karena keberadaan UPTD 

Pemadam Kebakaran berada di wilayah 

Wonogiri dan juga di wilayah Kecamatan 

Baturetno dimana disana sudah ada Pos 

Pemadam Kebakaran yang dapat menjangkau 

wilayah disekitarnya. Untuk di wilayah lain 

menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.

5 Terlaksananya Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran

10 Persentase Penanganan Kebakaran 

kurang dari 15 menit

Formulasi 

Perhitungan

:

Wonogiri,   02   Januari 2023

KEPALA  SATUAN  POLISI  PAMONG  PRAJA

KABUPATEN WONOGIRI

JOKO SUSILO.S.Sos,MM
Pembina Tingkat I
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